
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, sehingga menjadi 

harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.1 Pihak yang paling sering 

dirugikan adalah konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika secara 

teliti dibaca dan diperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, adanya perlindungan hukum bagi 

setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, produk legislative harus 

senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang dan mampu 

bersikap adil pada masyarakat. 

Di Indonesia banyak terdapat lembaga yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut, 

lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen 

Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, seperti BPKN (Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai 

fungsi dan tugasnya masing-masing. 

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan 

perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sehingga melalui fungsi, 

tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan 

perlindungan konsumen yang bersifat preventif. 

Sebagaimana UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 menyatakan 

pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen dan 

memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.1 

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) adalah lembaga 

swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki 

                                                            
1 Sadar, Moh. Taufik, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hal 

149. 



kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.2 Posisi 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat amat strategis dalam ikut mewujudkan 

perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga 

memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks litigasi untuk kepentingan konsumen. Hak 

gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu 

bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dimaksud telah berbentuk 

badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat perlindungan konsumen.3 

Pengertian Yayasan ialah merupakan sebuah organisasi atau badan hukum yang memiliki 

tujuan dan maksud yang dimana tujuan tersebut bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan 

persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di indonesia sendiri, yayasan 

diatur oleh undang-undang nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Untuk 

mendirikan sebuah yayasan, dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan 

hukum, karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan 

pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. 

YAPEKNAS adalah singkatan dari Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional. 

YAPEKNAS ialah suatu yayasan bertindak membantu para konsumen yang membutuhkan 

bantuan agar hak para konsumen terpenuhi. Pihak YAPEKNAS menerima PENGADUAN 

dari salah satu konsumen bernama Evi Indrawati yang menggunakan JASA KEUANGAN 

PERBANKAN yaitu PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk 

Legal Stading adalah satu konsep yang digunakan untu menentukan apakah pemohon 

terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan dapat diajukan ke depan pengadilan. 

Persyaratan legal standing telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan 

nyata dan secara hukum dilindungi.4 

Pada putusan perkara Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Blt dalam perkara perbuatan Sengketa 

konsumen pada tanggal 17 Juni 2015, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional 

(YAPEKNAS) yang berkantor di Jl. Kutilang No. 2 Desa Pedeslohor RT. 04 RW. 01 

                                                            
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 44 ayat (3) 
3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlidungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 177. 
4 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI,  2006,  hal94. 



Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk surat menyurat dapat 

dialamatkan pada Kantor Cabang YAPEKNAS Kabupaten Kediri alamat Jl. Jayakatwang No. 

411 RT. 03 RW. 02 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jawa Timur, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat I. 

Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Unit 

Simpan Pinjam Pasar Kademangan, alamat Jl. Raya Rejotangan Desa Rejotangan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn 

Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, dan 

RUDI AGUS WAHYUDI, alamat Jalan Banjaran Gang I No. 53 Kediri sebagai tergugat III. 

Maka di dalam perkara ini terjadilah Sengketa Konsumen. Dalam sengeta konsumen, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan apakah yang 

dimaksud dengan sengketa konsumen.5 

 

 

 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam 

sebuah tulisan skripsi yang berjudul: LEGAL STANDING SEBAGAI MODEL 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” (STUDI 

KASUS: PUTUSAN NO.55 PDT.G 2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut legal standing 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)? 

2. Bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut syarat yang 

diperlukan untuk bertindak sebagai Penggugat mewakili konsumen di Pengadilan? 
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dan Praktek Hukum. (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti. 2003). hal 12. 



3. Bagaimanakah perumusan kaidah hukum Islam menyangkut legal standing? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

a. Untuk menganalisis Bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan 

menyangkut legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM)? 

b. Untuk menganalisis Bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan 

menyangkut syarat yang diperlukan untuk bertindak sebagai Penggugat mewakili 

konsumen di Pengadilan? 

c. Untuk menganalisis Bagaimanakah perumusan kaidah hukum Islam menyangkut 

legal standing? 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini memberikan tambahann ilmu pengetahuan dan masukan pemikiran 

dibidang ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen. 

b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagaiamana hukum Islam 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum 

Univerisitas YARSI khususnya bagi penulis mengenai hukum perlindungan 

hukum di Indonesia. 

b. Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang 

perlindungan konsumen dan dapat dijadikan bahan referensi. 

 

 

 



D. Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

2. Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa 

antara pelaku usaha dan konsumen.6 

3. Sengketa   konsumen   adalah   sengketa   antara   pelaku   usaha   dengan   konsumen 

yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.7 

4. Legal Standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi 

syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan 

atau sengketa atau perkara didepan.8 

5. Hak Gugat Organisasi non-pemerintah (Legal Standing) adalah seseorang yang 

mengajuan gugatan harus mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata 

seseorang diperluas pada Badan Hukum. Badan Hukum sebagai subjek penggugat 

ataupun tergugat bukanlah hal yang sama sekali baru.9 

6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah Lembaga non-

pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan 

menangani perlindungan konsumen.10 

 

E. Metode Penelitian  

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisiten 

yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dalam penulisan ini diperlukan metode 

penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau 

                                                            
6 Yusuf Shofie. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

Teori dan Praktek Hukum. (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti. 2003). hal 16. 
7 Pasal 1 angka 8, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
350/MPP/Kep/12/2001. 
8 Irfan Nur R, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, Nallom Kurniawan, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan 
Hukum (legal standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah 
Konstitusi, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, 2011). Hal5. 
9 Yusuf Shofie. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

Teori dan Praktek Hukum. (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti. 2003). hal 91. 
10 Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 



strategi menyuluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk 

memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.11 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data skunder. Penelitian hukum nortmatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap 

asas-asas hukum dan peraturan peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.12 

 

2. Jenis Data  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder, data skunder adalah 

data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan 

perundang-undangan atau dokumentasi.13 Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, 

yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahannya memberian penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer 

yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di 

antaranya buku, majalah, artikel, laporanlaporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, 

tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.  

c. Bahan hukum tersier  

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan skunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia 

dan Kamus Hukum.  

 

 

                                                            
11 1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52 
12 Ibid. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.17, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), hal. 12. 



3. Tenik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa bergantung pada ruang 

lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui 

studi dokumentasi atau bahan pustaka.  

4. Penyajian dan Analisis Data  

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh 

dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang 

terkait dengan penyelesain sengketa konsumen melalui mediasi. Penelitian hukum ini 

berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data yang digunakan 

adalah data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam 

bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian terbagi dalam 5 (lima) bab dan akan disusun secara sistematis di mana 

antara bab yang satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan. 

 

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II Merupakan bab yang menguraikan kerangka teoritis mengenai jual beli online, 

sengketa konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi oleh Badan 

Penyelesaian Sengeketa Konsumen. 

 

BAB III Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang ada terkait 

penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, dalam kasus Penetepan Nomor: 004/PNTP/BPSK-DKI/I/2018. 

 

BAB IV Merupakan bab yang berisi uraian tentang menyelesaian sengketa konsumen menurut 

pandangan hukum Islam. 



BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


